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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pada sistim pemerintahan Indonesia terdapat pembagian wilayah 

atas daerah-daerah provinsi, kabupaten, dan kota. Setiap provinsi, 

kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur 

dengan undang-undang. Hubungan wewenang antara pemerintah pusat 

dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota atau antara pemerintah 

provinsi dan kabupaten/kota, diatur dengan undang-undang dengan 

memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Selain itu negara 

mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang 

bersifat istimewa dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum 

adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai 

dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. 

Dalam penyelenggaraan pemerintahan Indonesia, yakni menganut 

asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Prinsip 

penyelanggaraan desentralisasi adalah otonomi seluas-luasnya dalam arti 

daerah-daerah diberikan kewenangan mengatur dan mengurus semua 

urusan pemerintahan diluar yang menjadi urusan pemerintah. Daerah 

memiliki kewenangan  membuat kebijakan daerah untuk memberikan 
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pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan 

masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. 

Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik menjadi suatu hal yang 

tidak dapat ditawar lagi keberadaannya dan mutlak terpenuhi. Prinsip-

prinsip pemerintahan yang baik meliputi antara lain: akuntabilitas yang 

diartikan sebagai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya. 

Keterbukaan dan transparansi (openness and transparency) dalam arti 

masyarakat tidak hanya dapat mengakses suatu kebijakan tetapi juga ikut 

berperan dalam proses perumusannya.  

Penerapan prinsip-prinsip “good governance” dalam pengelolaan 

pemerintahan menjadi suatu tuntutan utama oleh karena masyarakat 

mulai kritis dalam memonitor dan mengevaluasi manfaat serta nilai yang 

diperoleh atas pelayanan dari instansi pemerintah. Disisi lain pengukuran 

keberhasilan maupun kegagalan instansi pemerintah dalam menjalankan 

tugas pokok dan fungsinya sulit dilakukan secara obyektif , disebabkan 

oleh karena belum diterapkannya sistem pengukuran kinerja yang dapat 

menginformasikan tingkat keberhasilan secara obyektif dan terukur dari 

pelaksanaan program program disuatu instansi pemerintah.  

Seiring dengan perkembangannya, semua organisasi dituntut untuk 

dapat bersaing memberikan pelayanan yang maksimal, tidak terkecuali 

organisasi pemerintah. Demikian halnya dengan aparat pemerintah 

sebagai abdi masyarakat dan abdi pemerintah, juga dituntut untuk dapat 

memberikan pelayanan kepada masyarakat karena hal tersebut sudah 
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merupakan salah satu fungsi yang harus dijalankan oleh pemerintah yang 

mempunyai tugas menyelenggarakan seluruh proses pelaksanaan 

pembangunan dalam berbagai sektor kehidupan mulai dari tingkat pusat 

hingga tingkat daerah. Salah satu tujuan organisasi adalah peningkatan 

kinerja pegawai. Dimana kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan 

kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan 

pekerjaannya.  

Sumber daya manusia harus diarahkan dan dikoordinasikan untuk 

menghasilkan konstribusi terbaik bagi organisasi, sehingga apa yang 

menjadi tujuan organisasi dapat terwujud. Sumber daya organisasi secara 

garis besar dapat dibedakan kedalam dua kelompok yaitu sumber daya 

manusia (human resources) dan sumber daya non manusia (non-human 

resources). Sumber daya manusia meliputi semua orang yang berstatus 

anggota dalam organisasi, yang masing-masing memiliki peran dan 

fungsi. Sedangkan sumber daya non manusia terdiri sumber daya alam 

(natural resources), modal, mesin, teknologi, material dan lain-lain. Kedua 

kategori sumber daya tersebut sama-sama pentingnya, akan tetapi 

sumber daya manusia (SDM) merupakan faktor dominan, karena satu-

satunya sumber daya yang memiliki akal, perasaan, keinginan, karsa, 

pengetahuan dan keterampilan, motivasi, karya dan prestasi. 

Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang 

Pokok-pokok Kepegawaian (1999:4) yaitu: “Pegawai negeri berkedudukan 

sebagai unsur aparatur Negara yang bertugas untuk memberikan 
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pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil dan merata 

dalam penyelenggaraan tugas Negara, pemerintah, dan pembangunan.”  

Untuk mengetahui kinerja pegawai dalam suatu organisasi publik 

menjadi sangat penting atau dengan kata lain memiliki nilai yang amat 

strategis. Informasi mengenai kinerja aparatur dan faktor-faktor yang ikut 

berpengaruh terhadap kinerja aparatur sangat penting untuk diketahui, 

sehingga pengukuran kinerja aparat hendaknya dapat diterjemahkan 

sebagai suatu kegiatan evaluasi untuk menilai atau melihat keberhasilan 

dan kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsi yang dibebankan 

kepadanya. Oleh karena itu evaluasi kinerja merupakan analisis 

interpretasi keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja.  

Untuk itu pegawai dituntut memiliki kinerja yang baik, sehingga 

perlu adanya penilaian kinerja secara proporsional terhadap setiap 

program dan aktivitas pegawai. Penilaian kinerja Pegawai Negeri Sipil 

dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 

tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil. Unsur-

unsur yang dinilai dalam melaksanakan penilaian pelaksanaan pekerjaan 

adalah kesetiaan, prestasi kerja, tanggung jawab, ketaatan, kejujuran, 

kerjasama, prakarsa dan kepemimpian. Dengan penilaian ini setiap 

pegawai mampu menilai ketetapan dan program, pembinaan teknis 

administrasi, melaksanakan pengendalian teknis operasional, memberikan 

perizinan dan pelayanan umum. Maka untuk mengetahui kinerja individu 

dalam organisasi memiliki arti yang sangat penting terutama dalam upaya 
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melakukan perbaikan-perbaikan pada masa yang akan datang. Dimana 

kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh 

seorang pegawai dalam melaksanakan pekerjaannya.  

Secara filosofis, kecamatan yang dipimpin oleh Camat perlu 

diperkuat dari aspek sarana prasarana, sistim administrasi, keuangan dan 

kewenangan bidang pemerintahan dalam upaya penyelenggaraan 

pemerintahan di kecamatan sebagai ciri pemerintahan kewilayahan yang 

memegang posisi strategis dalam hubungan dengan pelaksanaan 

kegiatan pemerintahan kabupaten/kota yang dipimpin oleh 

bupati/walikota. Sehubungan dengan itu camat melaksanakan 

kewenangan pemerintahan dari 2 (dua) sumber yakni: pertama, bidang 

kewenangan dalam lingkup tugas umum pemerintahan; dan kedua 

kewenangan bidang pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati/walikota 

dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. 

Masalah mengenai kinerja pegawai seringkali dihadapi banyak 

instansi pemerintah yang mana masalah yang dihadapi menyangkut 

tentang sarana dan prasarana, hal ini sangat mempengaruhi kinerja 

pegawai dan juga kurangnya pegawai yang bekerja di organisasi tersebut 

serta manajemen yang belum terarah. sehingga dapat menghambat 

jalannya proses penyelesaian pekerjaan.  

Hal ini mendasari penulis mengangkat judul tentang “Kinerja 

Pegawai Kantor Camat Pinogaluman Kabupaten Bolaang 

Mongondow Utara”. 
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1.2 Identifikasi Masalah 

 Berdasarkan uraian latar belakang masalah, dapat diidentifikasikan 

bahwa permasalahan pokok dalam penelitian ini yaaitu: 

1. Manajemen belum efektif, 

2. Penataan administrasi belum efisien,  

3. Kurangnya pegawai. 

 

 

 

 

I.3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang di paparkan, penulis merumuskan 

masalah menjadi pertanyaan penelitian yaitu Bagaimana Kinerja Pegawai 

di Kantor Camat Pinogaluman Kabupaten Bolaang Mongondow ? 

 

I.4. Tujuan Penelitian 

Dengan melihat rumusan masalah sebelumnya maka tujuan yang 

ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja 

pegawai di Kantor Camat Pinogaluman Kabupaten Bolaang Mongondow 

Utara. 

 

I.5. Manfaat Penelitian 
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1. Manfaat Teoritis 

Memberikan kontribusi pengetahuan dan pemahaman yang lebih 

tentang ilmu sumber daya manusia serta digunakan untuk membuktikan 

kesesuaian antara teori yang ada dengan kenyataan dilapangan. 

2. Manfaat Praktis 

Penulis berharap agar penelitian ini dapat memberikan sumbangan 

informasi yang terkait dengan kinerja pegawai. Dengan kata lain 

membantu pihak organisasi dalam hal menyadari pentingnya kinerja 

pegawai yang kondusif dalam mewujudkan suatu kinerja yang baik antara 

para anggota organisasi. 

 


